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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang
mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu Negara. Menurut
ketentuan Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang No.10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 2 dikatakan
bahwa:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak.

Bank sebagai lembaga keuangan juga bekerja berdasarkan kepercayaan
masyarakat. Bank mempunyai peranan penting bagi kehidupan masyarakat,
teutama dalam hal pembangunan fisik dengan tersedianya dana yang dapat
digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bank berperan melindungi
dana yang dititipkan masyarakat, serta mampu menyalurkan dan
menyelenggarakan dana masyarakat tersebut ke bidang-bidang usaha produktif
bagi pencapaian sasaran pembagunan ekonomi.

Bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata financial yang dapat
melakukan kegiatan-kegiatan keuangan atau jasa-jasa yang dapat berupa
memberikan jaminan, mengedarkan mata uang, mengadakan pengawasan dan

bertindak sebagai tempat menyimpan benda berharga. Disempurnakannya

Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perbankan, telah membawa perubahan



yang sangat besar terhadap industri perbankan baik itu dalam peningkatan volume
usaha, jenis produk dan jasa yang ditawarkan.

Dari sekian banyak kegiatan bisnis Bank umum, penyaluran kredit
merupakan salah satu jenis kegiatan Perbankan. Hal itu disebabkan karena
besarnya pengaruh kredit bagi sendi kehidupan industri perbankan dan kehidupan
ekonomi moneter pada umumnya. Disamping itu penyaluran kredit merupakan
usaha yang mendominasi pengalokasian dana Bank, penggunaan dana untuk
penyaluran kredit ini mencapai 70-80% dari volume usaha bank.! Meskipun
demikian harus diakui dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang
ditawarkan, pendapatan dan keuntungan suatu Bank lebih banyak bersumber dari
penyaluran kredit yang dilakukan secara terus menerus.

Bank dalam menjalankan usahanya harus menggunakan prinsip
kehatihatian. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 2 Undang-undang No.7 Tahun
1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal ini dinyatakan sebagai prinsip sehingga
bersifat umum tanpa dijelaskan hati-hati itu sikap batin atau sikap lahir yang
dinyatakan dalam tindakan. Dalam Pasal 29 ayat 3 Undang-undang No.10 tahun
1998 yang memuat tentangdalam pemberian kredit atau pembiayaan, Bank wajib
menempuh yang tidak merugikan Bank dan kepentingan nasabah yang
mempercayakan dananya kepada bank.

Praktek perbankan di Indonesia, pemberian kredit pada umumnya diikuti
penyediaan jaminan oleh pemohon kredit, sehingga pemohon kredit yang tidak

dapat memberikan jaminan sulit untuk memproleh kredit dari Bank. Persyaratan

! Dahlan Siamat. 2005 Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima Fakultas Ekonomi
Indonesia, Jakarta, him. 107.



bagi pemohon kredit untuk menyediakan jaminan ini dapat menghambat
perkembangan usaha pemohon kredit karena pengusaha kecil yang modal
usahanya sangat terbatas tidak memiliki harta kekayaan yang memenuhi syarat
untuk dijadikan jaminan kreditnya. Menurut Undang-undang No.10 Tahun 1998
Pasal 8 menyatakan bahwa dalam pemberian kredit, bank harus mempunyai
keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan
serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya. Persyaratan adanya jaminan
untuk memberikan kredit tidak menjadi keharusan, sehingga Bank hanya diminta
untuk meyakinkan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan
kemampuan dari debitur. Meskipun demikian untuk mengukur itikad baik debitur
tidak mudah karena sifatnya kualitatif, sedangkan kemampuan dapat diukur dari
pendapatan debitur atau pendapatan dari pekerjaannya.? Menurut rumusan
Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 Butir 11 dan 12
menyebutkan:
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan
itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara
bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian
bunga”.
Jenis kredit dilihat dari sudut jaminannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:
kredit tanpa jaminan dan kredit dengan jaminan/agunan.® Dalam
perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan,

namun setahun terakhir ini telah muncul suatu kredit tanpa jaminan yang disebut

Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa jaminan. Perguliran KUR dimulai dengan

2 1bid him 140-141
3Syafrizal Helmi “alternatif reading”https://shelmi.wordpress.com/2009/05/24/Klasifikasi-
kredit/,diakses tanggal 7 November 2015 pukul 22.00 WIB
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adanya keputusan Sidang Kabinet Terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 9
Maret 2007 bertempat di Kantor Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah (UKM) dipimpin Presiden RI. Salah satu agenda keputusannya antara
lain, bahwa dalam rangka pengembangan usaha Usaha Mikro, Kecil, Menengah
(UMKM) dan koperasi, pemerintah akan mendorong peningkatan akses pelaku
UMKM dan Koperasi kepada kredit/pembiayaan dari perbankan melalui
peningkatan kapasitas perusahaan penjamin.

Pelaksanaan dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang ditujukan kepada
masyarakat (pelaku ekonomi usaha mikro, kecil, dan menengah) atau biasa
disebut UMKM, serta koperasi, merupakan salah satu bentuk fasilitas kredit yang
memudahkan nasabah, khususnya yang menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan
menengah, serta koperasi, yang telah diterapkan di beberapa bank di Indonesia.

Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007, Instruksi Presiden No.5 Tahun 2008
tentang FokusProgram Ekonomi Tahun 2008-2009 dan Peraturan Menkeu No
135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas Penjaminan KUR, adalah landasan yang
digunakan dalam peluncuran Kredit Usaha Rakyat untuk percepatan
pengembangan sector riil dan pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah,
sedangkan dalam penjaminannya sebesar 70% ditutup oleh pemerintah melalui
PT. Asuransi Kredit Indonesia atau Perusahaan Sarana Pengembangan Usaha dan
30% oleh bank pelaksana.

Dalam pelaksanaan atau implementasi program KUR, terdapat 3 (tiga)
pilar penting yaitu: pemerintah yang berfungsi membantu dan mendukung
pelaksanaan pemberian kredit berikut penjaminan kredit, Lembaga Penajaminan

yang bertindak selaku penjamin atas kredit/pembiayaan yang disalurkan oleh



Perbankan, dan Perbankan sebagai penerima jamianan berfungsi menyalurkan
kredit kepada UMKM dan Koperasi dengan menggunakan dana internal
masingmasing. Mengacu pada landasan hukum KUR tersebut di atas, skema
program  KUR memiliki perbedaan baik dibandingkan dengan program
pemberdayaan/bantuan kepada masyarakat maupun dengan skema kredit program
lain yang pernah dikeluarkan oleh pemerintah. KUR merupakan Kredit Modal
Kerja atau Kredit Investasi yang dibiayai sepenuhnya dari dana perbankan,
diberikan kepada UMKM dan Koperasi baru dengan plafon kredit maksimal Rp.
500 juta. Usaha yang dibiayai merupakan usaha produktif yang feasible namun
belum bankable. Suku bunga ditetapkan maksimal 24 % efektif per tahun untuk
plafon kredit sampai dengan Rp 5 juta dan maksimal 16 % efektif per tahun untuk
plafon kredit di atas Rp 5-500 juta.

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas penyusun tertarik untuk
mengkaji dan menuangkan masalah KUR dilihat dari hukum perbankan dengan
judul skripsi : “Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Ditinjau Dari
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan”

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan
yang relevan yaitu Apakah pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai
dengan azas-azas perkreditan yang berlaku di bidang perbankan?

1.3 Tujuan Penelitian
Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka skripsi ini mempunyai tujuan yang

hendak dicapai, yaitu: Untuk mengetahui dan memahami Apakah pelaksanaan



Kredit Usaha Rakyat (KUR) sesuai dengan azas-azas perkreditan yang berlaku di

bidang perbankan

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat
sebagai berikut :

1. Dapat memberikan gambaran tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR)

2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan
teori maupun praktek, sehingga penyusunan penyusunan hukum ini
diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya
bidang hukum Perdata.

1.5 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penyusunan
harus mempergunakan metode penyusunan yang tepat, karena hal tersebut sangat
diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap
data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung
kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada
hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari,
menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya. Penelitian adalah
suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan yang ada antara
fakta-fakta yang diamati secara seksama. Mengadakan suatu penelitian ilmiah
mutlak menggunakan metode, karena dengan metode tersebut berarti penyelidikan

yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu.



1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang
dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek
mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari
jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan
pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual :

1. Pendekatan perundang-undangan (Statute Approach), Pendekatan ini
dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang
bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu
merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi *

2. Pendekatan konseptual (Conseptual Approach), vyaitu suatu metode
pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum.
Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana
ataupun doktrin-doktrin hukum.®

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah
permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini
difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum
positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai

macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-

4 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2006, hIm.93
5 1bid, him.138



literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan

permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.®

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan
hukum primer dan sumber data sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya
mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan—catatan resmi
atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan—putusan
hakim.” Bahan hukum primer tersebut, antara lain :

a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

c. Peraturan Menteri keuangan Nomor 135/PMK.05/2008 tentang Fasilitas
Penjamin KUR.

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 Tahun 2015
tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat

2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku
atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam
bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian
hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para
akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan

pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat

® Ibid, hal.27
" Ibid, him.164



opini hukum, monograp-monograp, buletin-buletin atau terbitan lain yang

memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-

deklarasi, dan situs-situs internet.
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperolen bahan hukum yang yang valid serta prosedur
pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penyusunan hukum ini,
dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami
beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang
berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu piha yang
nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-
kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan
penyusunan hukum ini
1.5.5 Analisis Bahan hukum
Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil

penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secra sistematis berdasarkan pada
peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum.
Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok
permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang
sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu
metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum
diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan
komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain

dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh,



ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan
kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu
penelitian hukum, yaitu :

a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;

b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekirangnya dipandang mempunyai
relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;

c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan
yang telah dikumpulkan

d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum

e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di
dalam kesimpulan.®

8 Ibid, him.171
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